
BT'PATI UAIIAXAU ULU
PROVII{SI I(ALIMAITTAIT TIMI'R

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2OI8

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BT'PATI MATIAXAU ULU,

Menimbang a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan sua-ra serta untuk
memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian

sengketa pemilihan petingg;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan

Pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Petinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Petin ggi ;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5395);



3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1222],;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (l.embaran

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2O17 Nomor 9);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN

2OI7 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PETINGGI.

Menetapkan



BAB I
X TEIITUAN I'UIIM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

6. Badan Permusyawaratan Kampung ya-ng selanjutnya disingkat BPKadalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya

dan melal<sanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati

pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan

Petinggi.

9. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk
menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.

10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih

yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS dalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka pemilihan Petinggi.



PEilGID
BAB II

AAI| BAIIAN DAN PERLEITGXAPAI{ PEMILIIIAI| PEf,IITGGI

Baglan Kedua
Surat Suara

Pasal 3

(1) Surat ara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l huruf a berisi

nomor rut, foto dan nama calon Petinggi.

(2) Surat uara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin

kea nya.

(3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa

m , hidden image alau tanda khusus lainnya.

Baglan Kesatu
Peralatan dan Pe rlengL,apan

Pasal 2

(1) Peralat4n dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam pemilihan Petinggi

ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. surat suara

b. ko{k suara;

c. bili{ suara

d. alatlpencoblos berupa paku dan bantalan;

e. seg{t;
If. sur{t undangan;
I

C. sterfiRel;

h. safilran DPI;
I

i. mejf dan kursi;
Ij. papFn penghitungan suara;

k. alatl tulis;
Il. ten{a sesuai dengan kebutuhan;

m. alatl dokumentasi;

n. me]in genset/lampu penerangan; dan/ atau

o. per4latan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.

(3) Kotak $uara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan hufufc harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

t1?



(4) J Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan

dengan DPT ditambah 2,5o/o (dta koma lima persen).

(5) Tam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sebagai cadangan surat suara di setiap TPS

(6) aan ta.mbahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dibua dalam berita acara.
(7) Bentuk dan warna surat suara tercantum dalam l^ampiran I yang

meru bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, surat undangan, alat tulis
dan kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2 ayat
(2) dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 5

(1) Pengadpan surat suara dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas

cetak y4ng berkualitas, aman dan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengadqan surat suara s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan memperhatikan ketentuan bahan dan bentuk yang terdiri atas:

a. jenis,kertas, HVS 80 gr (delapan puluh gram);

b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;

c. pelipg.tan surat suara dalam bentuk lipat penuh;

d. foto qalon berwarna dengan latar belakang warna merah putih; dan

e. warnF. kertas putih atau tingkat kecerahan paling rendah 85% (delapan

pulu lima persen).

(3) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1), tia Pemilihan Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan

dan ke lamatan surat suara

(4) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara

se dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta

bantu aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke

se panitia pemilihan.

(5) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi,

yang dah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam

berita ara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia

Kabupaten.



Baglan Ketiga
Kotak Suara

Pasal 6

(1) Kotak siuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf b dapat

terbuat idari bahan aluminium atau triplek.

(2) Kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 40

cm (em t puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan

tinggi 6 cm (enam puluh sentimeter).

celah pada tutup kotak suara berukuran panjang 18 cm (delapan(3) Lu

belas ntimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter).

(4) Pada si depan bagian tengah kotak suara diberi tempat untuk memasang

gembo

(5) Bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercan m dalam l,ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari turan Bupati ini.

(6) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat

pencob s surat suara yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum

Bagian Keempat
Blllk Suara

Pasal 7

(l) Bilik su]ara berbentuk 3 (tiga) sisi yang ditempatkan di atas meja.

(2) Bilik sulpra yang digunalan adalah terbuat dari bahan triplek.

(3) Bilik suhra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 70 cm

(tujuh Puluh sentimeter), lebar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan tinggi

8O cm (pelapan puluh sentimeter).

(4) Bilik su

jumlah

(5) Bentuk

ayat (3

terpisal

(1) Bilik su

bantala

(2) Busa br

cm(tiga

tinggi 2

fara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedumlah sama dengan

kotal< suara.

dan ukuran bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

I 
tercantum dalam l,ampiran III yang merupakan bagian tidak

pkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

fara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan busa

[r dan alat pencoblos.

f"** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang 30

puluh sentimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan

cm (dua sentimeter).



(3) Alat pencoblos sslagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paku

berukuran 5 (lima) inci.

Pasal 9

Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disediakan paling sedikit 2
(dua) buah pada setiap TPS.

Baglan Kellma
Segel

Pasal 10

(1) Segel pada kotak suara/gembok kotak suara/arnplop surat suara,

berbentuk stiker logo Daerah berukuran panjang 6 cm (enam sentimeter)

dan lebar 12 cm (dua belas sentimeter).

(2) Segel digunakan untuk menjaga keabsahan, keamanan dan kerahasiaan

proses pemilihan Petinggi.

(3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk:

a. surat suara yang telah dicetak, dilipat, dihitung kemudian dimasukkan

kedal,am amplop dan diberi segel;

b. celah/lubang pada tutup kotak suara yang berisi surat suara, berita

acara, paku, tinta dan busa bantalan diberi segel sebelum dan sesudah

pemungutan suara; dan

c. gembok kotak suara dibalut dengan segel sebelum dan sesudah

pencoblosan surat suara.

(4) Bentuk dan ukuran segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam l"ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Baglan Keenam
Surat Undangan

Pasal 1 I
(1) Surat qndangan disampaikan kepada pemilih paling lambat 2 (dua) hari

sebelurn hari pemungutan suara dan dibawa pada hari pemungutan suara.

(2) Surat qndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran panjang

2l cm (dua puluh satu sentimeter) dan lebar 16 cm (enam belas

sentimeter).

(3) Surat qndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

Ketua Fanitia Pemilihan.



(4) Bentuk dan format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam t ampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Pefaturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Stempel

Pasal 12

(1) Stempef Panitia Pemilihan digunakan untuk menjaga keabsahan dalam
proses pemilihan Petinggi.

(2) Stempel Panitia Pemilihan sebagairn2n4 dimaksud pada ayat (1) berukuran
panjan$ 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar 2,5 crr, (dua koma lima

sentimeter).

(3) Bentuk dan ukuran stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran VI yang merupatan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di

Kantor Kepgla Kampung atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB III
PENDISTRIBUSIAN BAHAN DAN PERLENGKAPAN PEMILITIAI| PETINGGI

(1) Pendistfibusian perlengkapan pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh Panitia

Pemilih6n Kabupaten.

(2) Pendistribusian surat suara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sebelum

pemunEutan suara.

(3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan

hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten wajib

mempe{hatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

(a) Dalam pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan

suara djan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat

bekerja$ama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/ atau Tentara

Nasional Indonesia.

Pasal 14



BAB IV
TATA CARA PEUT'TGI'TAT SUARA DAIS PEI{GHITT'ITGAT SUARA

Baglan Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Suara

Pasal 15
(1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat

yang telah ditentukan.

(21 Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

(3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan
pukul 13.00 WITA tetap berhak menggunakan hak pilihnya.

(4) Apabila sampai dengan pukul 13.00 WITA nama pemilih belum masuk ke

dalam daftar hadir, maka pemilih yang bersangkutan tidak dapat

menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

(1) Pemilih menggunakan hak pilih dengan memberikan suara berdasarkan

urutan kehadiran dalam daftar hadir.

(2) Pemilih yang telah dipanggll berdasarkan urutan daftar hadir

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan selembar surat suara

yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(3) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemilih memeriksa surat suara dan jika surat suara cacat atau rusak

pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.

(4) Setelah memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak,

Pemilih masuk ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.

(5) Pemberian hak pilih dilakukan dengan mencoblos gambar dan/atau

nama salah satu calon pada surat suara dengan menggunakan alat yang

telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(6) Setelah melakukan pencoblosan, pemilih melipat surat suara sesuai pola

dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan lalu

mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah memberikan hak

pilihnya.

Pasal 17

(1) Pemilih tunanetra, tuna daksa dan/atau penyandang disabilitas lainnya

dapat dibantu oleh pendamping dalam memberikan hak suara.



(21 Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berasat dari
Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal pemilih sebegaimzura dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

be{alan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik
suara dan pencoblosan surat suara dilakukan sendiri oleh pemilih.

(4) Dalam hal pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai

kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia

Pemilihan.

(5) Dalam hal pemilih tuna daksa yang tidak memiliki kedua lengan /tangan,
pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai

kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia

Pemilihan.

(6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan

pilihan Pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat

pernyataan.

Baglan Kedua
Tata Cara Penghitungan Suara

Pasal 18

(1) Penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS setelah

pemungutan suara berakhir.

(21 Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:

a. jurnlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daJtar

pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos.

(3) Setelah melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara

yang masuk di hadapan para saksi.

(4) Setiap lembar surat suara diteliti satu per satu kemudian dicatat di

papan yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih atau saksi

calon yang hadir.



(5) Surat suara dianggap tidak sah jika:

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
b. tid+ terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;

c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas
pernilih;

d. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon;

e. menulis nama lain selain calon yang telah ditentukan; dan/atau
f. mencoblos tidak tepat pada kotak atau tanda gambar yang disediakan.

(6) Alasad yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat membuka

surat $uara yang bersangkutan.

(71 Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat berita

acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling

sedikit 2 (dua) or.rng anggota Panitia Pemilihan serta dapat

ditandhtangani oleh saksi calon.

(8) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan

suara hebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi

calon yang hadir sebanyak I (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)

eksem$hr sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus

yang d]lisediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagran

luar ditempel label atau segel.

(10) Panitid Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan

sahnya pemilihan di TPS dan menyerahkan berita acara hasil

pemurlgutan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi

pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai

penghiltungan suara.

TATA cARA peffiLan PETIIT(xir

Pasal 19

(1) Calon Petinggi yzrng memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah

ditetaqkan sebagai calon Petinggi terpilih.

(21 Dalam hal jumlah calon Petinggi terpilih memperoleh suara terbanyak

yang spma lebih dari 1 (satu) calon pada Kampung dengan TPS lebih dari

I (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

pada'IIPS dengan jumlah pemilih terbanyak.



Penetapan

atas :

a. peny

d. dalam

penyam

Pasal 2O

sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 19 melalui tahapan yang terdiri

laporan hasil pemilihan Petinggi oleh Panitia Pemilihan
kepada BPK dengan tembusan camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pemunglutan suara;

b. BPK mepyampaikan laporan hasil pemilihan Petinggi berdasarkan laporan

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kepada Bupati

melalui camat dengan tembusan kepada Petinggi pa-ling lambat 7 (tujuh)

hari set$lah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

c. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Petinggi dengan

Keputu$an Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak

di ya laporan hasil pemilihan Petinggi dari BPK;

BPK tidak menyampaikan laporan mengenai calon terpilih

kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa yang

disebab oleh keberatan calon Petinggi terhadap penetapan hasil

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpemilihan,

tan Petinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu

laporan BPK kepada Bupati melalui camat berakhir;

e. penetapfn pengesahan dan pengangkatan Petinggi sebagaimana dimal<sud

pada hrhruf d dilakukan berdasarkan usulan camat sesuai tembusan

laporan panitia Pemilihan mengenai calon terpilih;

f. dalam hal tedadi sengketa terhadap penetapan hasil pemilihan dan BPK

tidak nienyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati

melalui pamat sementara sengketa yang te{adi telah diselesaikan, Bupati

menerbifkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Petinggi

paling fambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyerahan laporan

penyeleqaian sengketa pemilihan Petinggi diserahkan kepada Bupati

melalui ftepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten

MahakaTn Ulu; dan

g. penetap{.n pengesahan dan pengangkatan Petinggi sebagaimana dimaksud

pada hufuf f dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa pemilihan

PetingTi.



Pasal 2l
(1) Pelandikan calon Petinggi terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang
penge$ahan pengangkatan calon petinggi terpilih.

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemefntah Daerah menyampaikan secara tertulis waktu dan tempat
pelakspnaan pelantikan kepada Pemerintah Kampung.

BA'B VI
PEI"ANTIKAIT PETINGGI

(4) w pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
pada kerja.

(1) Susun

Pag;al22

acara pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri

atas:

a. pemuacaan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan

PetinggU

b. peng{mbilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati/ atau pejabat yang

dituqjuk;

c.p datanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

e. peny$matan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

f. serahi terima jabatan dan penandatanganan berita acara serah terima

(5) Pada saat pelantikan calon Petinggi terpitih menggunakan Pakaian Dinas

Unac{a lengkap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

jabatqn;

g. amanat Bupati; dan

h. pemlacaan doa.

(21 Lafial sufnpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajibfn saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya
dan seaHil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan
menegaj<kan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara
RepubtL Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan
Perundang-undangan dengan seluas-Iuasnya yang berlaku b.gi Kampung,
Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".



BAB VII
SERAII TERIMA JABATAIT

Pasal 23

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantika-n calon Petinggi terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dalam acara pengambilan

sumpah/janji darr pelantikan calon Petinggi terpilih diikuti dengan

penyerahan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas:

a. pen uluan;

b. mon Kampung;1

c. program keq'a tahun lalu;

d. renc a program yang akan datang;

e. yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana

setahun terakhir;

f. ham tan yang dihadapi; dan

g. daftar inventarisasi dan kekayaan Kampung.

Pasal 24

Dalam hal Petinggi yang lama terpilih kembali, serah terima jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dilakukan.

BAB VIII
TATA CARA PEIYYELESAIA.II SENGXJryTA PEMILIHA,IT PETIITGIGI

Pasal 25

( 1 ) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Petinggi dapat diaj ukan

oleh calon Petinggi kepada Bupati melalui camat dalam waktu paling

lama (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

tan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan(2) Ke

d hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

melalui Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa dalam waktu(3)

paling lama 3 (tiga) hari.

hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

saikan, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib

meny perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

terse

(41

puluh) hari sejak tanggal pengajuan keberatal.



Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan Petinggi, masing-

masing panitia pemilihan membuat laporan secara berjenjang.

BAB TX
XETEIITUAI{ LAII|-UUT

Pecel2T

Ketentuan mengenai kelengkapan administrasi/persuratan, denah lokasi

tempat pemungutan suara dan rincian tugas Panitia Pemilihan pada hari
pemungutan suara tercantum dalam l,a.mpiran VII yang merupakan bagian

tidak terpiqahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
XETETTI'AIT PETUTUP

Pasal 28

Peraturan Eupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati i"l dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu.
Ditetapkan di oh Bilang

Maret 2018pada tanggal
BUPATI ULU

Y A\rI,'N

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 10

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Maret 2018
SEXRETARIS DAERAH,

BO BELAWAIT GEH

Xo

l Dr.. Y. Ju& Jenau Wakil Bupati

2 SekEtai. Daerah 4.
3 Drs. Lilik Yohane. Pena, M.AP

LawinS Nias, S.Pd Kadi3 DPMPK {/
5 Yo.lep Sangima, SH il

rrDr

Dr. Yohan€s Avun, M.Si

P'lt. Kabaa. Hukuo



I,AMPIRAN I

BENTUK DAN WARNA SURAT SUARA

PERATURAN BUPATI tvi*{r{In{Vl ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PEL\I6AI{A{IV PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMUHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTTAN PETINCCI.

I DESAIN SURAT SUARA
Surat suara Pemilihan Petinggi berbentuk lembaran empat persegi
panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagran yaitu bagian luar dan bagian
dalam.
a. Bagian luar surat suara terdiri atas:

1. bagian kiri terdiri:
Panitia Pemilihan Petinggi tulisan warna putih dan warna dasar
hijau bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan, Kampung, Nomor TPS, Nama Ketua dan
Tanda Tangan wama hitam dengan warna dasar putih.

2. bagian kanan terdiri:
a) bagian tengah atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu dan memuat latar belakang bendera merah putih
dengan gradasi Pemilihan Petinggi;

b) Bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Petinggi
(cetak nama kampung), Kecamatan (cetak nama kecamatan)
Kabupaten Mahal<am Ulu, Tahun (cetak tahun);

c) bagian bawah terdapat tulisan Panitia Pemilihan Petinggi.
b. Surat Suara begran da-lam terdiri atas:

1. bagian kiri atas memuat Logo Pemerintah Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu, bagian tengah atas memuat "PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI (NAMA KAMPUNG) TAHUN (CETAK TAHUN) KECAMATAN
(CETAK NAMA KECAMATAN), KABUPATEN MAHAKAM ULU lataT
belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi
Pemilihan Kepala Desa, serta memuat tulisan:SURAT SUARA
PEMILIHAN PETINGGI (CETAK NAMA KAMPUNG) PERIODE (CETAK
PERIODE) logo pemerintah daerah disebelah kanan.

2. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama calon
Kepala Desa berukuran 5,6 x 9 centimeter untuk masing-masing
calon diberi garis keliling berwarna hitam;

3. foto calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berwarna
dengan Latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;

4. nama lengkap calon pada surat suara harus sesuai dengan nama
calon yang tercantum da-lam kartu tanda penduduk calon yang
bersangkutan;

5. jenis huruf yang digunakan adalah Arial lO pt (points) atau 11 pt
(points), jika tidak terdapat calon peserta Pemilihan Petinggi maka
kolom nomor urut, foto dan nama calon diarsir.



II. BENTUK DAN UKURAN SURATSUARA
Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa disesuaikan
jumlah pasangan calon.
a. Bentuk surat suara fegian luar

PETINGGI I(AMPUNG.............
xECAMATAN..........

KAEUPATEN MAHAIGM UtU
TAHUN 2018

PANITIA PEMITIHAN PETINGGI

SURAT SUARA

PEMILIHAN

oarion Ptlu.lH/ti{ : ...,,..

TANOATANGAN

I{AMA XITUA

XAMPUI{G

NOi,!OR TPS

XABUPAItI{ : MAIIAXAMUtU
X€CAMATAN

c. Komposisi desain surat suara:
1. tempat/kolom nomor urut calon berukuran 5,6 x 1 centimeter

dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan
ditulis dengan angka ditebalkan;

2. tempat/kolom foto calon berukuran 5,3 x 7 centimeter;
3. tempat/kolom nama calon Petinggi berukuran 5.6 x 1 centimeter;
4. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan

sisi bawah disesu aikan;
5. jarak antara pasangan calon dengan calon lainnya disesuaikan

dengan jumlah calon, susunan nomor calon berjajar dari kiri ke
kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;

6. susunan foto calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
a. untuk 2 (dua) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1

(satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
b. untuk 3 (tiga) calon memanjang dimulaidengan nomor urut I

(satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
c. untuk 4 (empat) calon memanjang dimulai dengan nomor urut I

(satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
d. untuk 5 (lima) calon memanjang dimulai dengan baris kesatu

nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), nomor urut 4
(empat), 5 (lima) secara horizontal; dan

e. ukuran Logo Pemeritah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keselurahan
format surat suara.

PANIIIA
FE]iIUHAN PEIINGGI



b. Bentuk surat suara bagian dalam
1.2 6 calon:

a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter.

2.3 (tieal calon:

a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 2l centimeter.

SURATSUARA
PEMIUHAN PETINGI KAMPUNG.......,,..,

pRtoDE................................

L) 2

) a

.al

..,,KABUPATEN MAHAKAM ULU
KAMPUNG,.

KECAMATAN

(AiiPUNG............................

KECAi/IAT4N.............................KABUPAIIN i/iAHAKAM UIU

2 3

SURATSUARA
PEMUHAN PENNGGI (A[4PUNG

PRIODE.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

PAN]TIA PEMILIHAN PETINGGI

L

\



3.4 (empat) calon:

a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter,

3

KABUPATEN MAHAKAM ULU

SURATSUARA
PEMIUI.]AN PETlNGGI KAMPUNG,.........,

PRtO0E................................

|(AI\iPUNG-......

KECAMATAN........-........-...

(AMPUNG............................

KECAMATAN...................,....-.,..(ABUPATEN MAHAKAM ULU

PRIODE...

SURATSUARA
PEMITIHAN PETINGGI KAMPUNG

4.5 (lima) calon:

a) bentuk memanjang vertikal;
b) ukuran panjang 33 centimeter x lebar 2 1,5 centimeter.

PAN]TIA PEMILIHAN PETINGGI

PANITIA PEMITIHAN PETINGG!

@



III. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA
Teknik melipat surat suara Pemilihan Petinggi, memperhatikan posisi
lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama calon
sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) calon sampai
dengal 5 (lima) calon, sebagai berikut:

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) ca-lon

Alternatif 1 untuk 2 CaJlon
Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm

I

.XAAUPATEN IVA}IAXAM ULU

SURATSUARA
PE|vlUHAN PEIINGGI KAIVPUNG.

PRIODE.

2

LIPATAN SATU

1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN

,€fl GE XtrrRJr{G...... - -..
[EClrraTAl{.......--...,.-..,........
(AIUP tEt{ MIUrt a ULU

T ltr{ 201a

PAI{ITIA PEMIUHAI{ PEn GGI

SELESAI

LIPATAN KERTAS KE ATAS

1/2 BAGIAN DARI BAWAHL )

LIPATAN DUA

PAI{I'IIA
PETIIUHAN PEIINOGI

r
t$/

SUMT SUARA

PEMIUHAN



Ukuran Kertas 29 7x2lcrll

uipuNc.._...._.._........_....
KtcaMATA .....-..._..........-..-..(A8upATtil i/taHA(aM ULU

SURATSUARA
PEl4tUttAN PEn GGt mMPUNG........_.--......._._..-..

PRtOIX.............._.--..-_-.

L 3

LIPATAN SATU

LIPATAN KERTAS KE ATAS

1/2 BAGIAN DARI BAWAH

LIPATAN KERTAS KE KIRI
I/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN

LIPATAN DLIA
t^l

1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN

LIPATAN TIGA

PETtil@t r MPUI{G......--....
rtc^M^T ri......,,.,....-...--.-....
IAAUPATET i'AIIAI M ULU

,altut{ 201a

SURAT SI,,ARA

PEMIIIHAI{

SELESAI

2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) calon

Alternatif 2 untuk 3 Calon

PANINA PEMILIHAN PETINGGI

2

I
I
I
!
a

I
I

PAiIIIIA
PBiIUHAI'I PEIINGGI

llxrYrl lfMn rxaN ,arr ccr



3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) calon

Ukuran Kertas 29 7 x2l cm
Alternatif 3 untuk 4 Calon

IAI/FLra(i...,....,...,,,,....,_-.
rc(liaTAf, .._._,_,_-,.-,,..-..-..X Sr-pATtt iral(AtaM r,tu

SURAT SI'ARA
PEirutt^ PEIlllOo X M?(,tG..._.__._._._.._._.,.._.

Pitooe,.....-..,...-------.-

@ o @

, 3tr

,
, iI tl

LIPATAN SATU

LIPATAN KERTAS KE ATAS

1/2 BAGIAN DARI BAWAH

LIPATAN KERTAS KE KIRI
1/2 BAGIAN DARI KANAN

LIPATANDUA
r-r

LIPATAN TIGA

5E LESAI

_1

Z-v\

PANMA PEMILII{AN PETINGGI

o

!
I
I
t
I
I
I

1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN

PAXl,TA
ptllr.t[A{ rcPx.a otsa

E.!AI
l(D^I D! ,.,,..
rEtlra i..,...

xArrDl,':l' rfr ,rrrr'Errr i^
TrIJr.........



4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) calon

Ukuran Kerlas 27 x 34 5cm
Alternatif 4 untuk 5 Calon

PEi/IUxAI PmNGGT X Mpt,llG..............,..._.._....._.
PnlooE.-.-............,-,.,.,.,,,,,..

...... .(ASUPATIN IeIAHAXAM ULU

SURAT SUARA

l^i?tttc
Xt( r'lATAl{...........-....

, lI , lI il

LIPATAN KERTAS KE ATAS

1/3 BAGIAN DARI BAWAH

LIPATAN SATU

( LIPATAN KERTAS KE ATAS
I/2 BAGIAN DARI BAWAH

LIPATAN DUA

LIPATAN KERTAS KE KIRI

% LIPATAN KERTAS KE KANAN

LIPATAN TIGA

1/2 LIPATAN KERTAS KE KIRI

LIPATAN TIGA

lnnTgata

lIIClLr

SELESAI

ro
I DB. Y. Juan Jenau Wakil Bupati

2 Drs. Yohan€sAvun, M.Si S€kretaris Daerah f'
3. Drs. LiUk YoheB P6na, M.AP I

LaFina Nila!, S.Pd Kadis DPMK 1.,
5 Yo!€p S.nAiab& SH Pll Kabaa. Huku6 ty

BUPATI ULU

BOITIFASIUS BELAWAN GEH

PAN]TIA PEMITIHAN PETINGGI

I
I
I
!
I
I
I

PANI]IA

:a-

ra
liY2



I,AMPIRAN II

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA

1cm

BUPATI

BONIFASIUS BELAWAN GEH

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR IO TAHUN 2OI8 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMIUHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

18 cm
40 cm

6O cm

40 cm

L P.n
I Dr.. Y. Juan J.nau Wakil Bupati

Drs. lohanerAvur, M.Sii SekEtati. DerEh 2.
3. DE. tj:Iik Yohancs Pcn& M-AP I
4. l,ac.ina Nila!, S. Pd Kadis DPMK t',
5. Yor.p Saneia.& sH Ptl (abrg. Hukum

ULU,

PANITIA
PEMILIHAN
PETINGGI

@



T,AMPIRAN III

BENTUK DAN UKURAN BILIK SUARA

Tinggi 80 cm

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PEI,/qI6A}IA{{ PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTTAN PETINCIGI.

tlo

1 Dr.. Y. Jud Jenau Wakit Bupati

Dr.. Yohane.Ai'un, M. Si SekErlris Daerr} f
3 /
4 Lawing Nila!, S.Pd Kadis DPMK h..,

Yo!.p Sansiana, SH Plt- Kabaa. Hukuh tt

Panjang 70 cm

kbar 7O cm

BT'PATI T'LU

BONITASruS BELAWAI{ GEH

!t

r.r.

DI!. Lilik YohanG! P.n& M.AP

5.



12 cm

ro f,a6r Prrr

I D.s. Y. Juan J.nau walil Bupati

2. DE. YohanesAvun, M.Si sekr€tarE Daerah ?.
Drs. UIik Yohan.. Pena, M.AP

4. kFing Nilar, S.Pd Kadis DPMK 7,
5. Yos6p Sangiang, SH Plt. tkbaa. Hukum "r

I,AMPIRAN IV

BENTUK DAN UKURAN SEGEL

6cm

PAIUTIA PEMILIHAN
PETINGGI

TAIIUN 2018

BUPATI

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PET"AKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMIUHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTTAN PETINGGI.

ULU,

BELAWAN GEH

V

*



L.AMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2OL8 TENTANG
PERAruRAN PEI.AKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENNGGI.

BENTUK DAN F'ISRMAT SURAT UNDANGAN

Untuk Pemillh

KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Seketariat: Jl. No. ..............Telp Kode Pos

20.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting

Kepada

Yth. Sdr
NoUrutDalamDPT.

Di-Undangan

Mengharapkan kehadiran saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Petinggi
..............Kecamatan
Hari .

Waktu :......
Tempat :

Kabupaten Mahakam Ulu pada:

.......... s/d. Wita.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI... . .,
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAMULU

Ketua,

Catatai : Undangan tidak boleh diwakilkan
..(Guntingdi sini) )<

UntuL Petugar
TANDATERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada
Pemilihan Petinggi

Nama

NO DPT

Alamat

Yarg mcrrGslBr

Xa,n. Tcralg

...................Kecamahn.............

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI



2,5 crn

Xo Prnr

I Dr!. Y. Juan J.nau Wakil Bupati

2. DE. YohdesAwn, M.Si S€kEtdis D&rah ?
3. Dr!. Lilik YohaD.. hn& M.AP

Lasira Nila., S.Pd Kadis DPM( l-z
5. Yo!.p Sanaian& sH Plt. Kabsg. Hukum r6

BOI{IFASIUS BELAWAN GEH

I,AMPIRAN VI

BENTUK DAN UKURAN STEMPEL

7cm

BI,PATI

PERAruRAN BUPATI IVIT{FIAIGI\4 ULU
NOMOR 10 TAHUN 2OI8 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMIUHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENNGGI.

ULU

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KAMPUNG...

KECAMATAN...
TAHUN 2018



i

PERATURAN BUPATI IilT{I{AIGIVI ULU
NOMOR 10 TAHUN 2OI8 TENTANG
PERATURAN PEI,AKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2OI7 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI / PERSURATAN, DENAH LOKASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN PADA HARI

PEMUNGUTAN SUARA

Kelengkapan Administrasi/ Persuratan

Kelengkapan Administrasi/Persuratan Pemilihan Petinggi terdiri atas:

a. Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Petinggi
(Format A)

b. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Petinggi (Format B).
c. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Petinggi (Format C).
d. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Petinggi (Format D).
e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).
f. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menduduki Jabatan Sebagai Petinggi

Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan (Format F).
g. Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar

Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah
(Format G).

h. Surat Pernyataan Siap Menerima Dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan
Petinggi (Format H).

i. Surat Pemyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang (Format I).
j. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Petinggi (Format J).
k. Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Petinggi (Format K).

l. Penetapan Calon Petinggi (Format L).

m. Berita Acara Undian Nomor Urut dan Nama Calon Petinggi (Format M).
n. Daftar Hadir Pemilih (Format N).

o. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format O).
p. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi

Jenis Dokumen dan Penghitungan Jum1ah Dokumen dan Peralatan
Untuk Pelaksaraan Pemilihan Petinggi di Tempat Pemungutan Suara
(Format P).

q. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi yang ditandatalgani
Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format Q).

r. Serti-fikat Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (Format
R).

s. Papan penghitungan suara Pemilihan Petinggi (Format S).

t. Blangko Penghitungan Suara Pemilihan Petinggi (Format T).

u. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan
Petinggi (Format U).

v. Keputusan BPK tentang Calon Penetapan Petinggi Terpilih (Format V).

LAMPIRAN VII :



I-AMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2OIA TENTANG
PERAruRAN PEI,AKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMIUHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI.

I

KELENGKAPAN ADMINISTRASI / PERSU RATAN, DENAH LOKASI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN PADA HARI

PEMUNGUTAN SUARA

Kelengkapan Administrasi/ Persuratan

Kelengkapan Administrasi/Persuratan Pemilihan Petinggi terdiri atas:

a. Format Kop Surat, Stempel dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Petinggi
(Format A)

b. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Petinggi (Format B).
c. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Petinggi (Format C).

d. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Petinggi (Format D).
e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tetap (Format E).
f. Surat Pemyataan Tidak Pernah Menduduki Jabatan Sebagai Petinggi

Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan (Format F).
g. Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Sebagai Dasar

Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah
(Format G).

h. Surat Pernyataan Siap Menerima Dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan
Petinggi (Format H).

i. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang (Format I).
j. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Petinggi (Format J).
k. Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Berkas Calon Petinggi (Format K).
l. Penetapa.n Calon Petinggi (Format L).

m. Berita Acara Undian Nomor Urrt dan Nama Calon Petinggi (Format M).

n. Daftar Hadir Pemilih (Format N).

o. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format O).
p. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi

Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Dokumen dan Peralatan
Untuk Pelaksanaan Pemilihan Petinggi di Tempat Pemungutan Suara
(Format P).

q. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi yang ditandatangani
Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi (Format Q).

r. Sertifrkat Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (Format
R).

s. Papan penghitungan suara Pemilihan Petinggi (Format S).

t. Blangko Penghitungan Suara Pemilihan Petinggi (Format T).

u. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan
Petinggi (Format U).

v. Keputusan BPK tentang Calon Penetapan Petinggi Terpilih (Format V).



Format A

FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

I. Kop Surat
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Petinggi ditulis pada bagran atas tengah dari

kertas surat berwarna putih dengan huruf/ tulisan berwarna hitam dan
pada bagian bawah kop surat (setelah tulisan) diberi garis tebal;

2. Isi tulisan dan ukuran:
a. Tulisan pada Baris Pertama dengan huruf kapital (trPPER CASQ:

"PANITIA PEMILIHAN PETINGGI .. ..,.,.....,,' dCNgAN:

- Jenis Huruf/Font; Times New Roman

- Ukuran Hurul Size 20 nt dan Scale 807o dan Font Style Bold (Tebal);

b. Trrlisan pada Baris Kedua dengan huruf kapital (UPPER CASQ:
"KECAMATAN dengan

- Jenis Huruf/Font Times New Roman;

- Ukuran Hurul Size 16 ot danScale-1_qq96 dan Font Style Bold (Tebal);

c. Tulisan pada Baris Ketiea dengan huruf kapital (UPPER CASQ:
"KABUPATEN MAHAKAM ULU" dengan:

- Jenis Huruf/Font Times New Roman;

- Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale lOOo/o dan Font Style Bold (Tebal);

d. Tulisan pada Baris Keempat dengan huruf kecil (Title Case):
"Sekretariat (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp. . .. . . . Kode
Pos......' dengan:

- Ukuran Huruf: Size 11 pt dan Scale l OO7o dan Font Sty1e Reeular
(Tipis);

3. Jarak Tulisan pada Baris Pertama dengan Margin / Bagian Atas Surat (Top
Margins) 1 cm.

4. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia Pemilihan Petinggi
ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.

5. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Petinggi dan penandatanganannya
adalah sebagai berikut:

- Jenis Huruf : Times New Roman;



Sekretariat: Jl No . ..............TeIp ......................... Kode Pos ..

Kepada

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

.....t........t..........1200... Yth

PANITIA PEMILIHAN

PETINGCI KAMPUNG ............
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,

II. Stempel Panitia Pemilihan
a. Stempel Panitia Pemilihan Petin

dengan ukuran panjang 5,5 Cm

b. Isi Tulisan:

ggi berbentuk empat persegi panjang
dan lebar 3,5 Cm.

1

2

J

4

Baris Pertama
Baris Kedua
Baris ketiga
Baris Keempat

PANITIA'
PEMILIHAN PETINGGI "
KAMPUNG.... KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU'

c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.

d. Tinta Stampel yang digunakan berwarna ungu.

e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Petinggi sebagai berikut:

PANITIA

PEMILIHAN PETINGGI

KAMPUNG..........KECAMATAN............

KABUPATEN MAHAKAM ULU

PAN TI 
PEMILIHAN PETINGGI

KAMPUNG........Kf, CAMATAN.......
XABUPATEN MAHAKAM ULU

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
....KECAMATAN ...........

KABUPATEN MAHAKAM ULU

..............................20...

di-



III. Sampul Surat

a. Sampul surat Pemilihan Petinggi berbentuk empat persegi panjang dan
mengunakan kertas berwarna putih.

b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.

c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang
dituju menggunakan garis tebal tipis.

d. Sefiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada
bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau
Sekretaris Panitia.

e. Contoh sampul:

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI .....................
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM UtU
Sekretariat: Jl Telp Kode Pos

Nomor: I I 1200

Kepada:

Yth

di-



Format B

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

Jenis Kelamin

Alamat

TANDABUKTI PENDAFTARAN

Nomor /RT

Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu ,
telah melakukan

Nama

Tempat Tanggal Lahirfumur : ........ ............Tahun

Kampung....................Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan
Petinggi, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan
Pemilihan Petinggi.

200

Yang didaftar Petugas Pendaftar

K (Gunting disini )

Kabupaten Mahakam Ulu, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada:

Nama

Tempat Tanggal Lahir/umur

pemilih kepada:

: Laki - laki / Perempuan:

:JIn.................... -..No....RT.... -... Kampung..............

Jenis Kelamin

Alamat Kecamatan.

Yang didaftar, Petugas Pendaftar,

Keterangan FORMAT B:

- Untuk Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Petinggi sebagaimana contoh di
atas menggunakan kertas % (setengah) folio.

KECAMATAN .....................



Format C

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN PETINGGI.

KECAMATAN ...KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kampung

Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

: Mahakam Ulu

: Kalimantan Timur

Halaman

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu

I

2

J

Ketua

Anggota

dst

)

)

)

(

(

(

NO
PEMILIH NAMA TEMPAT DAN

TGL LAHIR STATUS LIP ALAMAT
(RT)

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10.

dst.

PANITTA PEMILIHAN PETINGGI .....................
KECAMATAN .....................

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Seketariat: JI............................... No . ..............Telp ......................... Kode pos ...................

I

I

I



Format D

KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Seketariat: J[. No Telp ......................... Kode Pos .....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN PETINGC I.,.,..,,.,..,...

KECAMATAN ...KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kampung

Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

: Mahakam Ulu

: Kalimantan Timur

Halaman

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu

1. Ketua

2. Anggota

3. dst

)

)

)

(

(

(

NO.
PEMILIH NAMA TEMPAT DAN

TGL LAHIR STATI]S LIP ALAMAT
(RT)

I

5

6

8.

dst.

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI .....................

2.

3.

4.

7.



Format E

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Selrretri* Jl- No. ..............Telp Kode Pos ..................

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN PETINGG I.....,......

KECAMATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kampung

Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

. Mahakam Ulu

: Kalimantan Timur

Halaman

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu

I

2

3

Ketua

Anggota

dst

)

)

)

(

(

(

NO.
PEMILIH NAMA TEMPATDAN

TGL LAHIR STATUS L/P ALAMAT
(RT)

I

2

J

4

5



Format F

SURATPERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENDTJDUKI JABATAN SEBAGAI PETINGGI SELAMA 3 (TIGA)

KALI MASA JABATAN

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin

Agama

Peke{aan

Alamat

menyaakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pemah mend
selama 3 (tiga) kali masa jabatandi Kampung

uduki jabatan sebagai Petinggi

Kecamalan

ryabila saya membuat keterangan palsu maka saya bersedia diproses secara hukum dan

digugu*an dari tahapan pemilihan Petinggi.

flemikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya untuk dipergunakan sebagaimana

mesinya.

..200

Yang membuat pernyataan,

MATERAI
6000



Format G

SI]RAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA, T]NDANG _ UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTAPEMERINTAH

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama

Tempat Tanggal Lahir

lJmur

Jenis Kelamin

Agama

Pekerj aan

Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar setia dan taat kepada Pancasila
sebalai dasar n&ara, Un&ig j Undang Daiar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya untuk dipergunalan sebagaimana

mesinya.

200..

Yang membuat PemY alaan,

MATERAI
60m



Format H

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN PETINGGI

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Agama

Peke{aan

Alamat

menyarafran bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Petinggi di
Kampmg.

dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

200

Yang membuat pemyataan,

MATERAI
6000



Format I

SURATPERNYATAAN
TIDAK AKANMELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Umur

Jenis Kelamin

Agama

Pekerj aan

Alamat

menyatakan bahwa saya siap dan bersedia tidak melakukan politik uang dalam proses Pernilihan Petinggi
di Kampung ... Kecamalat........
dcogm peauh kesadaran dan tanggungiawab.

alahila saya melakukan politik uang, maka saya bersedia diproses secara hukum dan digugurkan

dri talnpan pemilihan Petinggi.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

200

Yang membuat pemyataan,

MA] ERAI
60m



Format J

PAMTIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Seketariat: Jl No. ..............Telp Kode Pos -....-......-......

BERITAACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PETINGGI

KECAMATAN ,. KABUPATENMAHAKAMULU

Pada hari ini... ... ..tanggal.......bulan........tahun......... bertempat di
Kami Panitia Pemilihan Petinggi, Kampung............., Kecamatan............., Kabupaten

Mahakam Ulu telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Petinggi,
Pemilihan Petinggi ............, Kecamatan ...................., Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 . tentang

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhimya waktu pendaftaran Bakal Calon Petinggi yang dilaksanakan

mulai tanggal ............-.......sampai dengan..................... maka pendaftaran Bakal Calon
Petinggi dinyatakan ditutup.

2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Petinggi yang telah

mendaftarkan diri yaitu:

a. Sdr. ............. Umur ..........Tahun,

Pendidikan

Agama
Peke{aaan

Alamat
b. Sdr.............

Pendidikan
Agama

Pekefaaan
Alamat

c. Sdr. ............

...................Umur ..........Tahun,

..................Umur ..........Tahun,

Pendidikan :..

Peke{aaan :......
Alamat

Pendidikan

Agama

Pekerj aaan

Alamat :..
e. Sdr..................

Pendidikan :..
Agama : ....

Peke{aaan :....
Alamat

;;;. ...Tahun,

PADA PEMILI}IAN PETINGGI



3. Dengan telah adanya Bakal Calon Petinggi yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu
dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenamya dan
dipergmakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu

1. Ketua

2. Anggota

3. dst

)

)

)

(

(

(



Format K

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Seketariat: Jl ........... No ..........Telp Kode Pos

Pada hari ini
bertempat di ... ... ... ...
Kecamatan.
penelitian

......., Kami
tanggal ...............
Panitia Pemilihan Petinggi

bulan tahun ..................

berkas Bakal
. . . Kabupaten Mahakam Ulu telah mengadakan
Calon Petinggi pada Pemilihan Petinggi

........., Kecamatan Kabupaten Mahakam
Ulu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dengan hasil sebagai berikut:

l. Bakal Calon Petinggi sejumlah ....... (. ) Orang

2. Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon
Petinggi sejumlah:

a. Sdr.............
Pendidikan
Agama
Pekerj aaan
Alamat

.Umur..........Tahun,

b. Sdr ... Umur..........Tahun,
Pendidikan
Agama
Peke{aaan
Alamat

Sdr Umur..........Tahun,
Pendidikan :

c

Agama
Peket'aaan
Alamat

d. Sdr..............
Pendidikan
Agama
Peke{aaan
Alamat

a. Sdr........
Pendidikan
Agama
Peke{aaan
Alamat

Umur..........Tahun,

dst

3. Bakal Calon Petinggi yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon
Petinggi sejumlah.. ..(....... ...... ....... ) orang yaitu:

Umur.......... Tahun,

BEzuTA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON PETINGGI

PADA PEMILIHAN PETTNGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU



b. Sdr Umur..........Tahun,
Pendidikan
Agama
Peke{aaan
Alamat

4. Bakal Calon Petinggi yang mengundurkan diri sejumlah
yaitu:

a.

dst

( ) orang,

Umur..........Tahun,
Pendidikan
Agama
Peke{ aaan
Alamat

b. Sdr Umur..........Tahun,
Pendidikan
Agama
Pekerjaaan
Alamat

dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ ...... Kabupaten Mahakam Ulu

I

2

3

Ketua

Anggota

dst

)

)

)

(

(

(

c,{-



Format L

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Selcetariat: JI............................... No . ............ .Telp ......................... Kode pos

KEPUTUSAN PAMTIA PEMILIHAN PETINGGI ................
KECAMATAN ... KABUPATENMAHAKAMULU

NOMOR: .

TENTANG

PENETAPAN CALON PETINGGI
PADA PEMILIHAN PETINGGI ..

KECAMATAN KABUPATENMAHAKAMULU

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Petinggi,
Pemilihan Petinggi ....... .. .Kecamatar.....................Kabupaten Mahakam
Ulu, tanggal...... maka Bakal Calon Petinggi yang telahmemenuhi
p€rsyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Petinggi;

bahwa penetapan Bakal Calon Petinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dan Peraturan Bupati Nomor ......
Tahun ...... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi,
dipandang perlu menetapkan Calon Petinggi dengan menuangkannya dalam
Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 201 5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 12 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2092),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Mengingat:

b.

l.

2.

3,

4

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI ...................,



112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5 . Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20 I 5 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 201 7 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam (llu Nomor

);

7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Mahakam lllu Tahun ...
Nomor...);

MEMUTUSKAN
JUDUL

Menetapkan Calon Petinggi ... Pemilihan Petinggi
Kecamatan............... -... Kabupaten Mahakam Ulu;

Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini
adalah:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

a. Sdr............
Pendidikan
Agama
Pekerj aaan
Alamat

b. Sdr............
Pendidikan

..Umur....... Tahun

Umur....... Tahun

Agama
Pekerjaaan
Alamat

c Sdr............
Pendidikan
Agama
Pekerj aaan
Alamat

Umur ....... Tahun

b. ..................dst.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI .,..
KECAMATAN.

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,

Tembusan kepada Yth:

Camat ............................
Ketua BPKKampung...........
Petinggi yang bersangkutan.

I
2
J
4

Bupati Mahakam Ulu

Kecamatan



Format M

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

Sekretariat: Jl

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CAION PETINGGI

PADA PEMILII{AN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN MAI{AKAM ULU

Pada hari ini ....................tanggal.................... bulan tahun ..................
bertempat di ...., Kami Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu telah mengadakan undian nomor urut
bagi Calon Petinggi pada Pemilihan Petinggi Kecamatan
Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dan Peraturan Bupati Nomor
....... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Petinggi,
danBPK, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sdr ............. ...Umur ........ Tahun, Pendidikan .....................
Agama .........., Pekerjaaan , Alamat
Dengan Nomor Urut.....;

2. Sdr ............. ...Umur .......... Tahun, Pendidikan .................................,
Agama .........., Pekerjaaan , Alamat
Dengan Nomor Urut.....,

3. Sdr ............. ...Umur .......... Tahun, Pendidikan .....................
Agama .........., Pekedaaan , Alamat
Dengan Nomor Urut.....;

4. ..................dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan
dengan semestinya.

Ditetapkan di..........

pada tanggal ..........

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI ....
KECAMATAN,

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ketua,



Format IY

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Selretariat: JI............................... No . ..............Telp Kode Pos

DAFTAR HADIR PEMILIH
PEMILIHAN PETINGGI

KECAMATAN ...KABUPATEN MAHAKAM ULU

Halaman:

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu

TPS

1. Ketua

2. Anggota

3. dst

)

)

)

(

(

(

NO.

NAMA LIP ALAMAT NO. DPT

TTDi

CAP
JEMPOL

RT Kampun

1

2

3

6

7

8

9

10

d
st

4.

5. I

i



Format O

Setretaria: Jl....................-.......... No . ..............Te1p Kode Pos ..................

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat '.......

Atas permintaan Pemilih:

Nama

Alamat

Nomor DPT

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara di
Pemilihan Petinggi dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian p€myataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari tedadi
pelanggaran, saya bersedia diproses secara hukum.

200...

Yang membuat pemyataan,

MATERAT
6000

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI .....................
KECAMATAN .....................

KABUPATEN MAHAKAM ULU



Format P

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretariat: Jl............................... No . ..............Telp ......................... Kode pos

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI
JEMS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH DOKUMEN DANPERALATAN

UNTUK PELAKSAAN PEMILIHAN PETINGGI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TEMPAT PEMIINGUTAN SUARA: ... ... ....

Pada hari ini .................. tanggal .................. bulan.................tahun....................bertempat di
...., Kami Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan pembukaan kotak
suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah dokumen dan
peralatan untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi..

Adapun jumlah dokumen dan peralatan untuk pemungutan dan penghitungan srx[a yang
diterima oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

Nomor Uraian Keterangan

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll.
12.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagimana
mestinya.

..200. .

Panitia Pemilihan

1. Ketua
2. Anggota
3. dst

)
)
)

(

(

(

Saksi

)

)

)

(

(

(

I
2

)
4 dst.



Format Q

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

Seketariat: Jl

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS VTPS lt/Dst

PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN .. KABUPATENMAHAKAM ULU

Pada hari ini .................. tanggal .................. bu1an.................tahun....................bertempat di
Kami Panitia Pemilihan TPS...... pada Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Pemilihan
Petingg Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu yang pelaksanaannya dimulai
dari Pukul ..........Wita yd Pukul .............Wita.

Dari jumlah ....................p€milih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam
pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir, karena

Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Petinggi Kecamatan
Kabupaten Mahalam Ulu dengan disaksikan oleh para Calon Petinggi dan/atau Saksi, telah
mengadakan penelitian terhadap:

l. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : .......................Pemi1ih.

2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya : .......................Pemilih.

3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya : .......................Pemilih.

4. Jumlah Kartu Suara : .............. ......... Lembar.

5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih

6.

7.

8.

9

t0

Jumlah Kartu Suara yang masuk

Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak

Jumlah Kartu Suara yang salah coblos

Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah

Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Petinggi Nomor Urut

...... Lembar

...... Lembar

...-..Lembar

...... Lembar

......Lembar

......Lembar

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan
oleh Calon Petinggi, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Petinggi.

) Suara.laIumJ

( .),
Sdr telah memperoleh suara terbanyak yaitu:
( . . . . . .......... . ...-..) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada

BadanPermusyarawatan Kampung .......................Kecamatan Kabupaten
Mahakam L[u untuk ditetapkan sebagai Calon Petinggi terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara



pada Pemilihan Petinggr . . . .. ....., Kecamatan Kabupaten Mahakam LIlu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya sebagai laporan kepada Badan
Perwakilan Kampung untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

200

Panitia Pemilihan TPS... . . . .. Pemilihan Petinggi

Kecamatan........ Kabupaten Mahakam Ulu

dst.

I
2

3

Ketua

Anggota

dst

)

)

)

(

(

(

Saksi

)

)

)

(

(

(

1

2

J

4



Format R

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN CALON PETINGGI

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TEMPAT PEMLINGUTAN SUARA: ........
A. SUARASAH

B. SUARATIDAKSAH

C. IJMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NOMOR CALON PETINGGI PEROLEHAN SUARA SAH
CALONPETINGGI

1 Tulis dengan angka:

Tulis dengan huruf:

2

3. Dst Tulis dengan angka: ................

Tulis dengan

4. fumlah Perolehan suara sah
seluruh calon Petinggi

Tulis dengan an

Tulis dengan huruf:

Nomor Uraian |umlah Suara Tidak Sah

1 Suara Tidak Sah Tulis dengan angka:

Tulis dengan hurus:

Nomor Uraian fumlah Suara Sah dan Tidakl sah

1 Jumlah Suara Sah dan Tidak
Sah

Tulis dengan angka:

Tulis dengan huruf:

Panitia Pemilihan

Pada Tempat Pemungutan Suata

l. Ketua

2. Anggota

3. dst

)

)

)

(

(

(

Tulis dengan angka: ................
frrlis dengan hunrf:



Forrnat S

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA

PADA TPS

KEGIATAN PEMILIHAN PETINGGI

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan
contoh sebagai berikut:

Contoh: Format S - 1

jumlah disesuailan dengan jumlah Calon Petinggi.

Contoh: FormatS-2

No. ...... Nama:

Baris PEROLEHAN SUARA SAH IJMLAH
/>t /ru hr hr hr hr hr hr hr 'inr

50

)v >/ >/ hr hr hr t'nt 40

)nr )nr >t/ hr 20

4 hr r)rr >/ 19

5 hr hr hr 19

6. 'ntt Irr >/ 19

dst

JUMLAH t67

Baris PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH JUMLAH

|t/t fl.// //{ It'/{ ltlt |a/ *a w/ 4A

'&/ Ntl/ lfll .kLt 24

dst

JUMTAH 64

I. PEROLEHAN SUARA:

II. SUARA TIDAK SAH:

I

1.
I

2.

3.

I

I

I I

I

II

l.
2. I



Format T

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN PETINGGI

I. PEMILIHAN SUARA:

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Petinggi.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format T- I

Contoh: Pormat T- 2

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN PETINGGI ..................KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Baris PEROLEHAN SUARA SAH IUMLA.H

hr ltr itt/ hr hr ltr ltr )nr hr hr 50

)nr inr hr hr hr hr t'nt 40

J hr |nr tN hr 20

4. hr hr >n l9

JUMLAH t29

No Nama:

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN PETINGGI ....................KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Baris SUARA TIDAK SUARA SAH ruMLA.H

iN ltr >T/ inr 20

2-

dst

JUMLAH 20

No. ...... Nama:

1.

2.

l.



Format U

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
....KECAMATAN

KABUPATEN MAHAKAM ULU
Selaetariat: Jl No. .... Telp ......................... Kode Pos ....

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PEMLTNGUTAN SUARA
KEGIATAN PEMILIHAN PETINGGI

KECAMATAN ., KABUPATENMAHAKAMULU

Pada hari ini .................. tanggal .................. bulan .................tahun
Kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan.........

bertempat di

Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Pemilihan Petinggi Kecamatan
Kabupaten Mahakam Ulu yang pelaksanaannya dimulai dari Puk-ul ..........Wita sampai dengan
Pukul .............Wita.

Dari jumlah ................pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam
pemilihan ini ......... pemilih dan........... pemilih tidak hadir, karena............................

Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu
dengan disaksikan oleh para Calon Petinggi dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian
terhadap:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : .......................Pemi1ih.

2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya

3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya

4. Jurnlah Kartu Suara

5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih

6. Jurnlah Kartu Suara yang masuk

7. Junlah Kartu Sura yang cacat afau nrsak

8. Jumlah IGru Suara yang salah coblos

9. Jumlah Kaftt Suara yang dinyatakan sah

10. Jumlah Karhl Sura yang dinyatakan tidak sah

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan
oleh Calon Petinggi, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Petinggi.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS .. ..... ., TPS ........dan TPS .........,
masln calon mem leh:

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Petinggi Nomor Urut . . (. . . ),
Sdr telah memperoleh suara terbanyak yaitu:......
( ..... ........ .... .......... .. .. ) suara, sehin€€a telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan
Permusyarawatan Kampung .......................Kecamatan .Kabupaten Mahakam
Ulu untuk ditetapkan sebagai Calon Petinggi terpilih.

: .......................kmbar.

: .......................Pemilih.

.Pemilih.

...Lembar.

...Lembar.

...Lembar.

...L€mbar.

: .......................Lembar

No
Nama Calon

Kades

Perolehan
Suara pada

TPS I

Perolehan
Suara pada

TPS I

Perolehan
Suara pada

dst.

Jumlah Perolehan
Suara

I

2

4

Jumlah Suara

.......................I,embar.

3.



Dengan telah selesainya penghi suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan
Petinggi Kecamatan Mahakam [-Ilu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dipergunakan sebagimana
mestinya.

.20......

Panitia Pemilihan Petinggi

Kecamatan .. Kabupaten Mahakam Ulu

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

2. dst

Calon Petinggi Yang Berhak Dipilih:

dst dst

)

)

)

)

(

(

(

(

Saksi:

)

)

)

(

(

(

1

2

3

4

)

)

)

(

(

(

1

2

J

4



Format V

LOGO
KAB.

MAHULU
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KECAMATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN KAMPUNG ..,....
KECAMATAN KABUPATENMAHAKAMULU

NOMOR .... TAHUN.. . .

TENTANG

PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH
PADA PEMILIHAN PETINGGI .....,...,.......KECAMATAN .

KABUPATEN MAHAKAM ULU

BADAN PERMUSYARAWATA N KAMPUNG

Menimbang

Mengingat

b.

L

2.

3.

4.

a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Kampung . .. .. . ... . . dari Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan maka Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak
ditetapkan menjadi Calon Petinggi Terpilih;

bahwa Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimakasud dalam huruf a, sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi dan Peraturan Bupati Nomor.........
Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentangPemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi,
dipandang perlu menetapkan Calon Petinggi terpilih dengan menuangkannya
dalam Kepufusan Badan Permusyarawatan Kampung;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratumn Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 201 5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2014 Tentang Pemilihaa Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 lentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 lentang Pemilihaq Pengangkatan dan
Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor
..)

6. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentangPemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun ...
Nomor...)

MEMUTTJSKAN:

Menetapkan Calon Petinggi terpilih Pemilihan Petinggi.............
Kecamatan Kabupaten Mahakam U1u;

Penetapan Calon Petinggi terpilih sebagimana dimaksud pada diktum KESATU
Keputusan ini adalah:

Nomor Urut : .. . ... ... ... ... ... .

Nama : ... ... . .. . . . ... ... .

TempatTanggal Lahir : ...................
JenisKelamin :...................
Pendidikan :........ .........
Agama : ... ... ... . .. ... ... .

Alamat :...................

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.............

pada tanggal .............

BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG

KAMPUNG.......... KECAMATAN...,...........

KABUPATENMAHAKAM ULU

Ketua

TEMBUSAN. disampaikan kepada Yth
1. Bupati Mahakam Ulu di Ujoh Bilang.
2. Camat.. ........ di .....................
3. Panitia Pemilihan Petinggi........... di ..

4. Calon Petinggi Terpilih.



[. DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PAPAN PERHITT]NGAN SUARA

: Ketua Panitia/merangkap Anggota.

: Anggota.

: Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan).

: Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih dan
mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya).

Keterangan:
l Meja 1

2. Meja2
3. Meja 3
4. Nomor 4

BILIK
SUARA

BILIK
SUARA

BILIN
SUARA

KELUAR
MASI]K

KOT,A.K
SUARA

Mf,JA ME"IA MEJA



5. Nomor 5

6. Nomor 6
7. Nomor 7

: Anggota_y_ang menjaga kotak suara dan membantu pemilih
memasukkan surat suara kedalam Kota]< Suara

: Petugas keamanan pintu masuk
: Petugas keamanal pintu keluar

III. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
Rincian T\rgas Panitia Pada Hari Pemungutan Suara terdiri atas beberapa
langkah yang meliputi:

Langkah I : Petugas
pemilih
memasu

Keamanan Nomor 6 mengatus ketertiban antrian
yang akan mencocokan surat undangan dan

ki Tempat Pemungutan Suara
langkah 2: Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang

akan mengunakan hak pilih, meminta surat undangan dan
mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, jika telah cocok
memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut
kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya
mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.

L^angkah 3: Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang
telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak
pilih

tangkah 4: Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan
meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan
ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.

Langkah 5: Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu
lembar Kartu suara Kepada pemilih dibantu Anggota Nomor
2.

Langkah 6 : Anggota Nomor 4:
. mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk

mengunakan hak Pilihnya.
o harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada

dibilik kecuali seorang pemilih uang akan mengunakan
hak pilihnya.

. dapat membantu pemilih yang cacat jika diminta.
l,angkah 7 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa kartu suara -yang telah- dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda

tangarl ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih
memasukkan kartu suara kedalam kotak suara.

L^angkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi -dan mengarahkan
pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area
Pemungutan suara



DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA

DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I.DENAH LOKASI PENGHITUNGANSUARA

KELUARMASUK

BILIK
SUARA

BILIK
SUARA

BILIK
SUARA

PAPAN PERHITUNGAN SUARA

KOTAK
SUARA

MEJA MEJA MEJA

5. Nomor 5

6. Nomor 6
7. Nomor 7

Anggota (membantu anggota nomor 4).
Petugas keamanan pintu masuk.
Petugas keamanan pintu keluar.



II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Langkah 1

kngkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu
persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu
suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon
Petinggi/ Saksi serta pemilih;
Anggota Panitia Nomor 3 memilih kartu suara sah untuk
masing masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah
kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia;
Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai
yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan
perhitungan; dan
Anggota Panitia Nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai
yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blangko
penghitungan.
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